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Ni Putu Cahya Dewi

ABSTRAK

Penelahan pajak atau tax review merupakan suatu tindakan penelahaan terhadap
seluruh transaksi perusahan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dan
memprediksi potensi pajak yang mungkin timbul berdasarkan peraturan dan
perundang- undangan pajak yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahuin perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan serta
mengidentifikasi kondisi kepatuhan pajak secara formal dan material atas Pajak
Penghasilan setelah review kewajiban perpajakan pada PT ABC. Data yang
digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara mengenai
jenis usaha dan kewajiban perpajakan perusahaan, data sekunder berupa general
ledger, laporan keuangan, SPT Masa, SPT Tahunan dan dokumen pendukung
lainnya. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif kuantitatif, yakni dengan
mendeskripsikan atau menggambarkan hasil dari suatu perhitungan. Lingkup
review yang dilakukan berkaitan dengan PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 4
ayat 2, dan PPh badan. Adapun simpulan penelitian pada PT ABC menunjukkan
kondisi kepatuhan pajak PT ABC tergolong under comply ditandai dengan adanya
pajak kurang bayar yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian nilai objek pajak
yang terlapor dengan hasil review hingga keterlambatan penyetoran maupun
pelaporan kewajiban perpajakan PT ABC.

Kata Kunci: Perhitungan, penyetoran, pelaporan, tax review, kepatuhan
pajak
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ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF TAX REVIEW ON AGENCY
INCOME AS A TAX COMPLIANCE ASSESSMENT TOOL
AT PT ABC

Ni Putu Cahya Dewi

ABSTRACT

Tax review or tax review is an act of reviewing all company transactions to
calculate the amount of tax payable and predict potential taxes that may arise based
on applicable tax laws and regulations. This study aims to find out the calculation,
deposit, and reporting of income tax and to identify conditions of formal and
material tax compliance on income tax after reviewing tax obligations at PT ABC.
The data used in this study are primary data in the form of interviews regarding the
type of business and company tax obligations, secondary data in the form of general
ledgers, financial reports, Periodic Tax Returns, Annual Tax Returns and other
supporting documents. The data analysis technique used is descriptive quantitative,
namely by describing or describing the results of a calculation. The scope of the
review carried out relates to Article 21 Income Tax, Article 23 Income Tax, Article
4 Article 2 Income Tax, and Corporate Income Tax. The conclusions of the study at
PT ABC show that the condition of PT ABC tax compliance is classified as under
complied, marked by the presence of underpaid taxes arising from a discrepancy
between the value of the reported tax object and the results of the review, up to
delays in depositing and reporting PT ABC's tax obligations.

Keywords: Calculation, deposit, reporting, tax review, tax compliance
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara berkembang yang salah satu sumber penerimaan
terbesar berasal dari pajak. Penerimaan pajak ini sangat penting karena pajak
digunakan untuk pembangunan negara, dan untuk memenuhi kebutuhan belanja
negara. Pajak merupakan tagihan yang wajib dibayarkan oleh masyarakat atau
wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan
masyarakat umum (Yanti et al., 2022). Pajak juga dianggap sebagai peralihan
kekayaan dari rakyat kepada kas negara yang digunakan untuk membiayai
pengeluaran negara dan sisa dari hasilnya akan digunkan sebagai simpanan publik
yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik. Rakyat selaku
pembayar pajak tidak medapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat
ditunjukkan.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang
atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk
kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai
suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Undang — undang yang digunakan untuk
mengatur tarif pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak adalah UU No. 7
Tahun 2021 yang merupakan penyempurnaan kelima dari undang — undang
terdahulunya yaitu Undang — Undang No. 7 tahun 1983. Dari sisi pemerintah terus

melakukan evaluasi terhadap sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari



official assessment system menjadi self assessment system yang mulai diterapkan
sejak reformasi tahun 1984. Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan
pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri
besarnya pajak terutang. Dengan adanya reformasi sistem pemungutan self
assessment menuntut adanya perubahan sikap dan kesadaran masyarakat yang
merupakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak secara sukarela
(Suratminingsih et al., 2021).

Kepatuhan pajak (fax compliance) sebagai indikator peran masyarakat
dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih rendah. Dalam hal ini masih banyak
warga masyarakat yang melakukan tindakan tidak patuh (non compliance) dalam
kaitannya dengan pemenuhan kewajibannya. Secara garis besar, terdapat beberapa
faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, Pertama, regulasi pajak yang
masih sulit. Kompleksnya tata cara dalam membayar pajak membuat banyak
masyarakat menjadi bingung yang menyebabkan wajib pajak tidak melaporkan
kewajibannya. Kedua, pelayanan pajak yang membingungkan. Menteri Keuangan
Sri Mulyani, menyatakan perlu adanya perbaikan dalam bidang administrasi seperti
menciptakan dan meningkatkan profesionalisme pada pelayanan pajak. Ketiga,
pajak belum dijadikan sebagai budaya. Indonesia sudah menerapkan system self
assesment, wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan sendiri
kewajibannya. Peran lembaga pemungut pajak hanya melakukan pengawasan
melalui serangkaian tindakan pemantauan maupun penegakan. Pemerintah sangat
mengharapkan kesadaran untuk membayar pajak dari seluruh golongan terutama

generasi muda. Keempat, kurangnya kepercayaan masyarakat mengenai pengelola



pajak. Kurangnya kepercayaan masyarakat membuat masyarakat tidak mau
melaksanakan kewajibannya. Untuk itu, perlunya sosialisasi mengenai hal ini oleh
kementerian lembaga kepada masyarakat (Putra et al., 2022). Oleh karena hal
tersebut, pemerintah perlu melaksanakan pemeriksaan pajak (fax audit) untuk
menguji dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Tax review merupakan kegiatan penelaahan terhadah seluruh kewajiban
perpajakan yang ada dalam suatu perusahaan untuk mengetahui sejauh mana
tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak (fax compliance).
Tax review dapat dilaksakan oleh perusahaan secara mandiri atau dengan bantuan
pihak ketiga seperti konsultan pajak yang memberikan informasi tentang
perpajakan kepada perusahaan. Baik perusahaan maupun konsultan pajak harus
menyusun strategi yang berkaitan dengan perpajakan agar dapat berkontribusi
maksimal bagi perusahaan.

Wajib pajak dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yang
diawali dengan menyusun laporan keuangan dalam perusahaan akhir tahun yang
telah direkonsiliasi fiskal yang akan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan
Tahunan (SPT Tahunan). Sebelum menyusun SPT Tahunan, sebaiknya wajib pajak
terlebih dahulu melakukan review atas pemenuhan kewajiban perpajakannya dalam
satu tahun pajak untuk meminimalisir koreksi yang mungkin timbul pada saat
pemeriksaan pajak. Pelaksanaan tax review bertujuan untuk mengetahui apakah
terdapat kesalahan penerapan kewajiban dan prosedur perpajakan sehingga
kemudian dilakukan perbaikan dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan

perpajakan yang berlaku.



Tax review mencakup seluruh aspek perpajakan yang ada di dalam
perusahaan yang sedang di-review. Aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan
meliputi Pajak Penghasilan (PPh) badan, PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh Pasal 4
ayat (2) dan PPN/PPnBM. Penelitian ini hanya dibatasi pada PPh badan karena PPh
badan mewakili seluruh aspek perpajakan yang ada dalam perusahaan dan sistem
akuntansi dari perusahaan.

PT. ABC adalah merupakan perusahaan perseroan yang telah terdaftar
sebagai wajib pajak badan dengan bidang usaha jasa wedding organizer berlokasi
di Singapadu, Gianyar, Bali. Awal mula berdiri pada tahun 2021 masih merupakan
usaha dengan skala mikro, dengan peredaran bruto usaha menunjukkan skala
dibawah 4,8 M.

Selama tahun 2022 PT ABC telah melakukan pemotongan pajak atas pajak
penghasilan (PPh) Pasal 21, 23, 4 Ayat (2), dan PPh Badan. Berdasarkan hal
tersebut penelusuran terkait dengan pemenuhan kewajiban perpajakan telah
dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian accounting perusahaan
ditemukan bahwa hasil penelusuran pertama menunjukkan bahwa PT. ABC
melakukan kesalahan dalam perhitungan gaji pegawai secara tepat, yang dimana
gaji pegawai merupakan salah satu objek PPh Pasal 21. Hasil yang kedua
menunjukkan PT. ABC belum melakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa
chatreing dan jasa dekorasi. Berdasarkan hal tersebut, timbul dugaan sementara
bahwa perusahaan masih belum patuh dalam melaksanakan kewajiban

perpajakannya.



PT ABC berinisiatif untuk melaksanakan pembetulan, namun sampai saat ini
belum dilakukan pembetulan. Untuk memastikan bahwa kewajiban perpajakannya
telah dilaksanakan dengan benar dan menghindari sanksi yang timbul di masa
mendatang, maka penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kewajiban
perpajakan dengan melaksanakan tax review. Adapun internal fax review yang akan
dilaksanakan berupa evaluasi terhadap seluruh aspek perpajakan, meliputi pajak
penghasilan (PPh) Badan pada SPT Tahunan Badan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 23,
dan PPh Pasal 4 Ayat (2) pada SPT Masa. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik
untuk melakukan penelitian yang berjudul "Penerapan 7ax Review atas Pajak
Penghasilan Badan Sebagai Alat Penilaian 7ax Compliance Pada PT. ABC”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebelumnya telah diuraikan, maka
yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan tax review terhadap perhitungan, penyetoran, dan
pelaporan pajak penghasilan PT ABC tahun 2022?

2. Bagaimanakah analisis penerapan tax review terhadap kepatuhan pajak (fax
compliance) secara formal dan material atas Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, 4
ayat (2) dan PPh Badan pada PT ABC tahun 2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hedak dicapai dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan tax review terhadap perhitungan, penyetoran, dan

pelaporan pajak penghasilan PT. ABC tahun 2022.



2. Untuk mengetahui penerapan kepatuhan pajak (fax compliance) secara formal

dan material atas Pajak Penghasilan Pasal 21, 23, 4 ayat (2) dan PPh Badan pada

PT ABC tahun 2022.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Mahasiswa

1.

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai penerapan teori
yang telah didapat di bangku kuliah dan mengaplikasikannya dengan
kenyataan di lapangan serta untuk menambah pengetahuan dan wawasan
mahasiswa mengenai pajak khususnya pada meriview pajak penghasilan.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai tambahan
referensi dalam bidang kepustakaan dalam pengembangan penelitian
selanjutnya serta menambah pengembangan kurikulum sehingga terwujud
kesesuaian antara Pendidikan di bangku perkuliahaan dengan praktik yang

terjadi di lapangan atau di perusahaan.

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

1.

Memperkenalkan dan memberikan wawasan mengenai “Analisis
Penerapan 7ax Review Atas PPh Badan Sebagai Alat Penilaian 7ax
Compliance Pada PT ABC” kepada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri
Bali.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai tambahan
referensi dalam bidang kepustakaan dalam pengembangan penelitian

selanjutnya serta menambah pengembangan kurikulum sehingga



terwujud kesesuaian antara Pendidikan di bangku perkuliahaan dengan
praktik yang terjadi di lapangan atau di perusahaan.
1.4.3 Bagi Perusahaan

1. Sebagai salah satu hubungan kerja sama antara Kantor Konsultan Pajak
dengan bidang pendidikan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada
masyarakat bahwa peran Kantor Konsultan Pajak dalam membantu
mereview kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan

kewajiban perpajakannya.



BABYV

PENUTUP

5.1 Simpulan

Kepatuhan pajak merupakan dasar dalam terpenuhi atau tidaknya kewajiban
perpajakan suatu perusahaan. Dalam menilai kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan PT ABC, maka dilakukan review terhadap kewajiban perpajakan
perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan

review pemenuhan kewajiban perpajakan PT ABC sebagai berikut:

1. Review pajak terhadap penghasilan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara
perhitungan jumlah objek pajak yang dilaporkan perusahaan dengan jumlah objek
pajak berdasarkan review atas PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23. Adanya selisih
jumlah objek pajak tersebut menimbulkan potensi pajak kurang bayar yang
seharusnya dipenuhi oleh PT ABC selama tahun 2022. Hasil review dari
perhitungan pajak penghasilan 4 Ayat 2 dan PPh Badan sudah sesuai dengan
peraturan perpajakan dan tidak menimbulkan potensi yang menyebabkan kurang
bayar. Sedangkan untuk penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan telah

dilakukan oleh PT ABC sesuai dengan peraturan perpajakan.

2. Berdasarkan hasil review pajak penghasilan menunjukkan bahwa PT ABC belum
sepenuhnya patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya dari segi
kepatuhan material. Ketidakpatuhan tersebut juga dinilai berdasarkan kriteria yang
tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 39/PMK.03/2018, dan
menunjukkan bahwa PT ABC hanya memenuhi kepatuhan formal atas kewajiban

perpajakannya.
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5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, adapun saran yang dapat
diberikan yaitu:
A. Bagi Perusahaan

Berdasarkan hasil review yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian
jumlah objek pajak yang dilaporkan serta potensi pajak kurang bayar,
diharapkan PT ABC dapat segera melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal
21 dan PPh Pasal 23 untuk tahun 2022. Selain itu sebagai upaya pencegahan
terjadinya kesalahan yang sama pada masa mendatang, sebaiknya PT ABC
melakukan review pajak secara berkala atas kewajiban perpajakannya sehingga
dapat terhindar dari sanksi perpajakan yang lebih berat maupun pemeriksaan
pajak.
B. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian dengan
meneliti kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang juga meliputi Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) serta memanfaatkan peraturan-peraturan perpajakan

terbaru.
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